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INTISARI

Kepastian hukum subyek dan obyek hak atas tanah sangat
diperlukan, sehingga sesuai Pasal 19 ayat 2 UUPA pemerintah
menyelenggarakan pendaftaran meliputi: pengukuran, perpetaan dan
pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya
diberikan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

Keterbatasan sumber dana, tenaga, teknologi, waktu dan Iain-Iain,
menyebabkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto belum dapat
menyediakan peta dasar pendaftaran yang mencakup seluruh wilayah di
Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral,
menggunakan sarana peta desa sebagai pendukung dalam kegiatan
pengumpulan data fisik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul:"PEMANFAATAN
PETA DESA DALAM KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
KADASTRAL Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR"

Masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar manfaat dan
kelebihan serta kekurangan peta desa dalam mendukung kegiatan
pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya
manfaat, kelebihan dan kekurangan peta desa dalam mendukung
kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan
Kabupaten Mojokerto.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Mojokerto.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.
Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, studi dokumen.
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan
persentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan peta desa sebagai sarana
pendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral adalah besar
pemanfaatannya yaitu sebanyak 7.762 (61,20%) pengukuran dan
pemetaan menggunakan sarana peta desa. Kelebihan dari penggunaan
peta desa dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi bidang tanah
sebelum melakukan pengukuran, untuk melihat riwayat tanah, untuk
mempermudah pemasangan titik perapatan guna keperluan pengukuran,
dapat diketahui penggunaan bidang-bidang tanah, mecegah sertipikat
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjamin

kepastian hukum hak atas tanah, maka pemerintah menyelenggarakan

pendaftaran tanah dengan menerbitkan Surat Tanda Bukti Hak

Atas Tanah (Sertipikat).

Kepastian hukum subyek dan obyek hak atas tanah sangat

diperlukan, sehingga sesuai Pasal 19 ayat 2 UUPA oleh pemerintah

diselenggarakan pendaftaran meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk memperoleh

kepastian hukum hak atas tanah, bagi pemegang haknya diberikan

sertipikat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dari bidang

teknis geodesi adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan.

Kegiatan pengukuran tidak terlepas dari penggunaan peta

beserta ketelitian yang memenuhi persyaratan teknis maupun



waktu dan Iain-Iain, di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto belum

dapat menyediakan peta dasar pendaftaran mencakup seluruh wilayah

di Kabupaten Mojokerto.

Untuk membantu proses pengukuran dan pemetaan

kadastral di Kabupaten Mojokerto, digunakan peta desa sebagai salah

satu peta yang menggambarkan keadaan suatu desa, terutama

mengenai persil tanah serta unsur-unsur geografis yang ada. Hal ini

sangat membantu dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan

kadastral di Kabupaten Mojokerto.

Dengan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk

mengadakan penelitian dengan judul:

"PEMANFAATAN PETA DESA DALAM KEGIATAN PENGUKURAN

DAN PEMETAAN KADASTRAL Dl KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR "

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pemanfaatan peta desa sebagai sarana

pendukung kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral di

Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, meliputi: a. pemanfaatan

peta desa sebagai sarana untuk melihat lokasi sebelum melakukan

Denaukuran. b. c-eta desa sebaaai sarana untuk melihat riwayat



perapatan guna keperluan pengukuran. d. manfaat peta desa untuk

lokasi yang belum ada peta pendaftaran dalam rangka memetakan

hasil pengukuran bidang tanah. e. data yang dicantumkan dalam

peta desa setelah dilakukan pemetaan.

2. Apa kelebihan dan kekurangan peta desa dalam kegiatan

pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan

Kabupaten Mojokerto ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui besarnya manfaat peta desa dalam kegiatan

pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan

Kabupaten Mojokerto.

b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pemanfaatan

peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral

di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya peta desa

untuk pengukuran dan pemetaan kadastral.

b. Sebagai bahan masukan mengenai informasi pertanahan bagi

inctanci torkait Hi kahi inaton Mnink<artn



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peta Desa sebagai sarana pendukung kegiatan pengukuran dan
pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
adalah besar pemanfaatannya, hal ini bisa dilihat dari manfaat Peta
Desa yaitu sebagai:

a. Tempat untuk memetakan hasil pengukuran bidang tanah.

b. Sarana melihat/penunjuk lokasi bidang tanah sebelum

melaksanakan pengukuran.

c. Sarana untuk melihat riwayat tanah.

d. Sarana mempermudah rencana pemasangan titik perapatan

guna keperluan pengukuran.

e. Sarana mencantumkan data hasil pengukuran dilapangan.

f. Sarana mencantumkan data yang berupa:

1) Nomor Gambar Situasi/Surat Ukur;

2) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB);

3) Nomor hak;

Berdasarkan persentase pemanfaatan peta desa, maka

manfaat peta desa dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan

kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah besar

c/>n/ — .
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2. Kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan peta desa dalam
kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral adalah sebagai
berikut:

a. Kelebihan peta desa dapat:

1) Dimanfaatkan untuk mengetahui lokasi bidang tanah

sebelum melakukan pengukuran.

2) Dimanfaatkan untuk melihat riwayat tanah.

3) Diketahui penggunaan bidang-bidang tanah.

4) Mencegah sertipikat ganda.

5) Untuk pemetaan kawasan perkebunan dengan

menggunakan peta desa masih sesuai.

6) Dimanfaatkan sebagai sarana untuk rencana pemasangan

titik perapatan atau TDT untuk keperluan pengukuran.

7) Sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran

b. Kekurangan peta desa

1) Tidak ada titik dasar teknik

2) Skala peta 1:5000 belum sesuai untuk pendaftaran tanah

3) Informasi yang terdapat di peta dengan keadaan di lapangan

banyak mengalami perubahan.

4) Bidang-bidang tanah yang ada pada peta desa belum

akurat baik luas maupun bentuknya.

5) Untuk pemetaan kawasan pemukiman dan pertanian masih

. — _ A . CAAfl
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desa karena sebagian besar kawasan pemukiman dan

pertanian di Kabupaten Mojokerto memiliki luas yang kecil.

6) Sulit mengeplotkan bidang tanah yang luasnya kecil dan

mencantumkan data lainnya, misal: NIB

B. Saran

1. Agar diupayakan bagi desa yang belum memiliki peta dasar

pendaftaran segera dibuatkan peta tersebut.

2. Bila tidak memungkinkan untuk membuat peta pendaftaran karena

keterbatasan tenaga dan dana, diupayakan agar skala yang ada

pada peta desa yaitu 1:5.000 diperbesar skalanya menjadi 1:1.000.
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